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a. bahwa untuk mempercepat pelayanan penatausahaan keuangan 
yang efektif, efisien dan optimal dalam pelaksanaan keuangan 
pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, perlu pelimpahan 
sebagian kewenangan Bupati kepada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah dalam Penetapan Bendahara di 
setiap Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Pulau Morotai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Penetapan Bendahara. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Pasal 1 
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai 
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pernerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama olch pemcrintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan dun Asct Daernh yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah Badan Pcngclolnan Kcuangan chm Asct Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai. 

5. Pejabat Pcngclola Keuangan Dnernh yang selnniutnyn disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kcrja Pcngcloln Kcunngan Dncrah dnlnm hal ini Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Asel Dnernh yung mcmpunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

ASSISTEN Ill 
ASSISTEN II 

3 ASSISTEN I 
BABI 

KETENTUAN UMUM 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROT1U~-l-£WH-+Wt1tt--H\+ftt-t:ttt(::tb-;rtt-11 
PENETAPAN BENDAHARA. 

MENETAPKAN 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 
2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

9. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolann Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah 
diubah terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai 
Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2); 

12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai; 
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6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bcrtindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
OPD. 

11. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD. 

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung 
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada OPD. 

13. Bendahara Transfer Desa adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
membayarkan, menatausahakan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan Transfer Anggaran Desa. 

14. Bendaha Dana Bantual Opcrasional Sekolah yang selanjutnya disebut 
Bendahara Dana BOS adalah bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah yang 
berada di lingkungan Sekolah dan memiliki kewajiban untuk memungut dan 
memotong pajak atas belanja barang modal, belanja pegawai dan belanja lainnya 
yang dananya bersumber dari dana BOS. 

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbitan SPP. 

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

17. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 

18. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

19. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara 
pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan 
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

20. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan 
pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen 
yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna ani'Egg~a~t'a~n~/~k~u~as~~~~~~~~l~I 
untuk penerbitan SP2D atas be ban pengeluar i 1---4--A_-_l:lR_Utl_.B_A_T ,....1 
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Bendahara Pengeluaran bertugas: 
a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD; 
b. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang· 

berwenang; 
c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah 

pembayaran; 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Bendahara Pengeluaran 

Bendahara penerimaan bertugas: 
a. bendahara penerimaan bertugas menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan seluruh penerimaan pendapatan OPD dalam rangka pelaksanaan 
APBD; 

b. menerirna setoran retribusi dari UPTD atau bidang yang memiliki instrument 
PAD; 

c. menyetorkan ke bank BPD Maluku Capem Daruba; 
d. mencatat penerimaan retribusi secara manual dan aplikasi SIMDA Keuangan; 
e. melaporkan hasil pelaporan kepada BUD setelah laporan di tandatangani Kepala 

OPD; 
f. menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan untuk 

diserahkan ke Kepala OPD; dan 
g. melakukan evaluasi dan rekonsiliasi antar laporan dari system, manual dan 

laporan dari bank BPD. 

NO. PEJABAT 
BAB III WAKIL BUPATI 

BEND AI-IARA 2 SEl<DA 

3 ASSISTEN I 

Bagian Kesatu 4 ASSISTEN II 

Bendahara Penerimaan 5 
6 

Pasal 3 

Pasal 2 
(1) Ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tata cara penetapan bendahara di 

lingkup pemerintah kabupaten pulau morotai yg terdiri atas: 
a. Bendahara penerimaan; 
b. Bendahara pengeluaran; 
c. Bendahara barang; 
d. Bendahara Tranfer Desa; 
e. Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan 
f. Bendahara JKN. 

(2) Dalam melaksanakan tugas bendahara sebagaimana tersebut pada ayat (1), 
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 
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WAKIL BUPATI 

Bagian Keempat 2 SEK DA 

Bendahara Tranfer Desa 3 ASSISTEN I 

4 ASS!STEN II 
Pasal 6 5 ASSISTEN !II 

6 KABAG HUKUM 
Bendahara Transfer Desa bertugas: r--=-7-r-·r.:-1ra-...-x--+----t--.-~-H 
a. Mentransfer, menatausahakan dan mempertanggungja abk =pe ge um- :=uan=tt-=-___., 

dalam rangka pelaksanaan transfer anggaran Desa berupa Dana Desa, Alokasi 
Dana Desa, DBH dan bantuan keuangan ke desa; 

b. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang 
berwenang; 

c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah 
pcmbayaran; 

d. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPP, SPM, 
SP2D dan dokumcn-dokumcn keuangan lainnya; 

e. Menyiapkan Surat Pcrintah Pcmbayaran (SPP-LS); 
f. Menyampaikan SPP berikut dokumcn kelengkapannya kcpada pejabat penguji 

dan perintah pcmbayaran; 
g. Menyiapkan data realisasi pclaksanaan transfer angguran Desn; 
h. Menyususn laporan kas dan reallsusl anggarnn sesuai pcraturan perundag 

undangan yang berlaku; dan 
i. Melaksanakan pembayaran setelah mcndapat persetujuan KPA atas 

tagihan/permintaan pernbayaran tersebut. 

Bendahara Harang bertugas: 
a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD yang 

berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah kedalam kartu inventaris 
barang (KIH), kartu invebtaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Buku Induk 
Inventaris (HII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; 

b. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam 
kartu pemeliharaan; 

c. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang 
Pengguna Tahunan (LPBT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang 
berada di OPD kepada pengelola; dan 

d. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak dan tidak 
dipergunakan lagi. NO. PE JAB AT 

Pasal 5 

Bagian Ketiga 
Bendahara Harang 

d. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai 
keperluan belanja OPD; 

e. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, 
SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya; 

f. Melaksanakan pembukuan scsuai pcraturan perundang-undangan yang berlaku; 
g. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP,GU,TU dan LS); 
h. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada pejabat penguji 

dan perintah pembayaran; 
i. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja OPD; 
j. Menyusun laporan kas dan rcalisasi anggaran sesuai peraturan perundang 

undangan yang berlaku; dan 
k. Melaksanakan pembayaran setelah mendapatkan persetujuan KPA atas 

tagihan/ permintaan pembayaran terse but. 
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Pasal 9 
(1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pcnandatanganan Surat Keputusan 
Penetapan dan Pemberhentian Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pulau Morotai. 
(2) Dalam melaksanakan Tugas Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) penetapan dan pemberhentian bendahara di lingkungan Permerintah 
Kabupaten Pulau Morotai menjadi tanggungjawab Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah dan wajib melaporkannya kepada Bupati. 

Bagian Kesatu 
Pendelegasian Kewenangan 

BAB IV 
PENETAPAN DAN PEMBERHENTIJ\N BENDAHARA. 

lokakarya Puskesmas; 
b. Mengelola Dana JKN sesuai dcngan petunjuk teknis JKN sccara bcrlanggung 

jawab; 
c. Melaporkan realisasi belanja dana JKN Kota pada Instansi yang berwenang; dan 
d. Ikut serta dalam penyusunan RKA Dan DPA untuk penganggaran perencanaan 

Puskesmas. 

Bagian Keenum 
Bcndahara Dana Kapitasi JKN 

3 ASSISTEN I 
------··--'"'- -- -- 

4 AS !STEN II 
5 ASSIST~_N_I_II ·- -· Pasal8 G !\BAG I IUl<UM 

Bendahara Dana KapitasiJKN bertugas: -7- __ ~gp----f- 
a. Melaksanakan Kegiatan Kcuangan BP.JS scsuai dcngan perencanaan basil dari ~ 

~--~·~~~~~- semester, dan tahunan secara transparan dan akuntabel NO. ---PEJ/\8AT-- ii~G-l~:JW 
1 WAKIL i3UPATI 
2 Sf:l(D/\ 

Bendahara 00 bcrt ugas: 
a. Mcngisi, mcngirirn <Inn mcng-updnte dnln pokok pendkllkun secnra lcngk1-1p 

kcdnlarn sistcrn yang tclnh dlscdlaknn olch kcmcndlkbud; 

b, Mcnerimn, mcngcloln dnn mcmpcrtnnggungjnwnbknu Dunn J OS sccnrn 
transpnrnn dnn akuntnbcl; 

c. Menyimpnn dan mcngnrsipkan scrnun surnt-aumt pembclian 1-1tm1 kultansl 
pcmbclinn/pcngclunrnn dcngan rapi dan tcratur; 

d. Mcngerjakan ndministrnsi kcuangan BOS bcrdnsnrkan panduan BOS tnhun 
berjalan: dan 

c. Mcnyusun dan mclaporkan pertanggungjawaban Dana DOS bulanan, triwulan, 

J>osn I 7 

1Jngft111 Kellnu: 
Benduharn Un11lun11 Opcmslonnl Sekolnh 
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Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulau Morotai 

Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Bendahara (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

BABV 
PENUTUP 

(1) Kepala BPKAD dapat memberhentikan bendahara apabilal, .:...6 ....1-1---~-~---+--++--, . I 7 a. Dipandang tidak kompeten dalam menjalankan tugas sel.t)rurai=ti€hrtltatraJiEF.=======t-=='..l 
b. Tidak menjalankan tugas; dan 

c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3). 

(2) Pemberhentian bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

5 ASSISTEN Ill Pasal 11 
4 ASSISTEN II 

3 ASSISTEN I 

2 SEKDA Bagian Ketiga 
Pemberhentian Bendahara 

WAKIL BUPATI 

NO. P EJABAT ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 
(1) Kepala BPKAD menetapkan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan 

bendahara barang untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran pada OPD. 

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional. 

(3) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara barang baik 

secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan 

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/giro pos 

at.au menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 
nama pribadi. 

(4) Penetapan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penetapan Bendahara 

(3) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara barang secara 

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku 
BUD. 

(4) Dalam melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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SaJinan scsuai aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 

BERJTA DAERAJ-I KABUPATEN PU LAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 

Ditetapkan di Morotai Sclatan 
pada tanggal 1 fi SEP 2019 
AUPATT PULAU MOROTAr, 

!LAOS 

~~OROTAf, 

--........: 
M. KHARIE 

Diundangkan di Moro.tmnSelatan 
pada tanggal 1 7 SEP Zlll~ 

SEKRETARIS DAERAH 

5 ASSISTEN Ill 
6 
7 

4 A ,'Ir.TEN II 

Pasal 13 
Peraturan Bupati Ini mulai bcrlaku pada tanggal ditctapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinyu, rncmcrintahknn pcngundangan Peraturan ini 
dengan penempatmmya dalnm Beritn Dacrah Knbupatcn Pulau Morotal. 
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